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Masalah utama dalam penelitian ini adalah pembangunan diberbagai bidang 

yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan 

ketidakmampuan menyampaikan aspirasi. Secara sosial ekonomi kemiskinan 

dapat menjadi beban masyarakat, menyebabkan rendahnya kualitas dan 

produktifitas masyarakat serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan pasimarannu Kabupaten 

Kepulauan Selayar serta factor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data 

secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan pemberdayaan masyarakat miskin yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial, di Kabupaten 

Kepulauan Selayar  yang berpedoman pada peraturan Bupati. Namun dalam 

pelaksanaannya, terdapat masalah yakni pemberian bantuan yang tidak tepat 

sasaran. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk 

mendapatkan bantuan namun diberikan bantuan. Faktor yang mempengaruhi 

pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan pasimarannu Kabupaten 

Kepulauan Selayar meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor 

yang menjadi pendukung yakni ketersediaan anggaran, serta faktor yang menjadi 

penghambat yakni pendataan yang tidak professional karena data masyarakat 

miskin yang mendapatkan bantuan tidak pernah berubah dari tahun 2013 hingga 

2018. 
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